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Abstrak. Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi di Kota Semarang berdampak pada timbulnya kemacetan, 
yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah mewujudkan penyelenggaraan moda transportasi umum untuk 
meminimalisir permasalahan tersebut. Diketahui bahwa terdapat dua moda transportasi umum yang cukup masif 
perkembangannya di Kota Semarang, yaitu BRT Trans Semarang dan Trans Jateng. Namun, dalam praktiknya, 
pengoperasian kedua moda transportasi tersebut menimbulkan permasalahan berkaitan dengan sistem integrasi dan 
komponen pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis perbandingan 
yang secara keseluruhan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar dari 9 halte 
transit BRT Trans Semarang dan Trans Jateng belum dilengkapi dengan fasilitas pelayanan integrasi transportasi yang 
memadai, sehingga perlu adanya peningkatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun strategi peningkatan 
komponen desain integrasi antar moda transportasi beberapa diantaranya dengan mempertimbangkan kecepatan 
dan kemudahan akses penumpang, keterjangkauan tarif dan ketersediaan lokasi transit. 
 
Kata Kunci: Transportasi Umum; Integrasi Sistem Transportasi Umum; Kota Semarang 
 
[Title: Study of Mass Transportation on Transportation System Integration in Semarang City]. The high number of 
private vehicles used in the city of Semarang impacts the emergence of congestion, which then encourages the local 
government to implement public transportation modes to minimize these problems. It is known that there are two 
modes of public transportation that are quite massive in development in the city of Semarang, namely BRT Trans 
Semarang and Trans Jateng. However, in practice, the operation of the two modes of transportation creates problems 
related to the integration system and its supporting components. This study used a qualitative descriptive analysis 
method and a comparison analysis of secondary data. This study found that most of the 9 BRT Trans Semarang and 
Trans Jateng transit stops have not been equipped with adequate transportation integration service facilities. Design 
components of integration between modes of transportation could be considered to improve the service by considering 
the speed and ease of passenger access, the affordability of fares, and the availability of transit locations. 
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1. PENDAHULUAN  
 
Kota Semarang sebagai kota metropolitan memiliki 
kecenderungan perkembangan yang cukup pesat 
seperti kota besar lainnya. Salah satunya yaitu 
perkembangan pada sektor perhubungan dan 
transportasi. Hasil survei dari ITDP (Institute for 
Transportation and Development Policy) pada 
tahun 2017 menunjukkan bahwa mode share 
kendaraan bermotor memiliki persentasenya 
sebesar 80%. Artinya bahwa penggunaan 

kendaraan pribadi masih sangat besar apabila 
dibandingkan dengan penggunaan transportasi 
umum. Hingga tahun 2019, jumlah kendaraan 
bermotor yang tercatat di Kota Semarang sebesar 
1,6 juta kendaraan (BPS Provinsi Jawa Tengah, 
2019). 
 
Tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor 
tersebut berdampak pada timbulnya permasalahan 
kemacetan. Banyaknya penggunaan kendaraan 
pribadi tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu 
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lintas dan waktu perjalanan menjadi lebih, tetapi 
juga pencemaran lingkungan dan memberikan 
masalah terkait konsumsi energi (Jou & Chen, 
2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Tao, Liang, Kuai, dan Ding (2021) 
yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif 
antara penggunaan kendaraan pribadi terhadap 
peningkatan polusi udara dan urban sprawl di 
suatu kawasan. Menurut lembaga riset INRIX 
dalam Sismanto (2018), kemacetan di Kota 
Semarang mencapai 37 jam dalam setahun dengan 
lama waktu yang dibutuhkan pengendara saat 
macet adalah 17%. Hal tersebut sebagian besar 
disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan 
pribadi. Disisi lain, transportasi umum seperti BRT 
dapat memberikan dampak pada peningkatan 
ekonomi masyarakat karena menjadi salah satu 
faktor yang memicu peningkatan investasi di suatu 
wilayah Palei dalam (Rakhmatulloh, Febrian, 
Susetyarto, & Dewi, 2021). Peningkatan pelayanan 
transportasi umum ataupun lokasi parkir dinilai 
dapat membantu mengurangi permasalahan 
lingkungan yang disebabkan oleh masifnya 
penggunaan kendaraan pribadi disuatu kawasan 
(Abdulkareem, Alsaidi, Yazid, Borhan, & Mahdi, 
2020). 
 
Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah 
Kota Semarang berupaya untuk menyediakan jenis 
transportasi umum yang mampu menarik minat 
masyarakat untuk beralih menggunakan moda 
transportasi umum (Azali, Gunanto, & SBM, 2018). 
Pengadaan moda transportasi umum dipilih oleh 
Pemerintah Kota Semarang sebagai alternatif 
pemecahan permasalahan transportasi yang ada. 
Moda transportasi umum yang disediakan antara 
lain BRT Trans Semarang, Trans Jateng dan yang 
terbaru yaitu adanya feeder yang menghubungkan 
kantong-kantong permukiman dengan rute BRT 
Trans Semarang. 
 
Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans 
Semarang mulai diterapkan pada tahun 2009. BRT 
Trans Semarang merupakan model transportasi 
umum baru yang berperan dalam mengurangi 
tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Kota 
Semarang (Purwanto & Ismiyati, 2015).  
Berdasarkan perhitungan jumlah armada dan daya 
tampung penumpang, BRT Trans Semarang 
mampu mensubstitusi sebanyak 1.616 mobil dan 

3.233 sepeda motor (UPTD BLU BRT Trans 
Semarang). Dalam praktiknya, adanya pengadaan 
BRT Trans Semarang tersebut belum mampu 
mengurangi pertambahan jumlah kendaraan 
bermotor pribadi tiap tahunnya. Data Ditlantas 
Polda Semarang menunjukkan bahwa pada kurun 
waktu 2017-2019, jumlah kendaraan bermotor 
pribadi justru mengalami kenaikan dari 1.477.264 
unit menjadi 1.616.505 unit atau bertambah 
sebanyak 139.241 unit. 
 
Adanya target-target yang tidak tercapai dari 
pengadaan BRT Trans Semarang tersebut, 
kemudian mendorong Pemerintah Daerah Kota 
Semarang untuk lebih meningkatkan pelayanan 
transportasi umum. Pada pertengahan tahun 2020, 
Pemerintah Kota Semarang menyediakan angkutan 
pengumpan. Angkutan pengumpan (feeder) 
menjangkau kawasan permukiman dan terhubung 
dengan BRT Trans Semarang, sehingga diharapkan 
lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan 
pergerakan.  
 
Selain pengadaan BRT Trans Semarang dan feeder, 
masyarakat Kota Semarang dilayani pula oleh 
Trans Jateng koridor 1 dengan rute Stasiun 
Tawang-Terminal Bawen. Sama halnya dengan BRT 
Trans Semarang, Trans Jateng memiliki basis Bus 
Rapid Transit (BRT), yang diresmikan pada tahun 
2017. Penelitian oleh Nikmah dan Manar (2019), 
menunjukkan bahwa terdapat permasalahan 
terkait rute trayek antara BRT Trans Semarang 
dengan Trans Jateng. Rute trayek yang 
berhimpitan antara koridor 1 Trans Jateng dengan 
koridor 2 BRT Trans yang berdampak pada 
penurunan jumlah penumpang BRT Trans 
Semarang hingga 20.000 penumpang/bulan 
dengan rata rata 5.662 orang per hari (Ucu, 2017).  
 
Salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan 
transportasi tersebut adalah dengan adanya 
manajemen sistem transportasi umum tepatnya 
melalui integrasi sistem transportasi umum 
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(Solecka & Żak, 2014). Prinsip utama dari integrasi 
sistem transportasi umum yaitu perpindahan dari 
satu tempat ke tempat lain melalui fasilitas 
antarmoda yang ramah pengendara, sehingga 
dapat membantu masyarakat untuk bergerak lebih 
mudah, mengurangi biaya dan ketidaknyamanan 
perjalanan (Ibrahim, 2003). Komponen desain 
integrasi antar moda terdiri dari kecepatan akses 
penumpang, kemudahan penumpang, 
keterjangkauan tarif dan ketersediaan lokasi 
transit (ITDP Indonesia, 2019). Integrasi sistem 
transportasi umum perkotaan didefinisikan sebagai 
proses organisasi dimana unsur-unsur sistem 
transportasi umum (jaringan dan infrastruktur, 
tarif dan sistem tiket, informasi dan komponen 
pemasaran) dan berbagai operator yang melayani 
moda transportasi yang berbeda berinteraksi lebih 
dekat dan secara efisien guna meningkatkan 
kualitas layanan dan kinerja gabungan angkutan 
umum (Solecka & Żak, 2014).  
 
Penelitian ini mengkaji tentang integrasi antar 
moda transportasi umum di Kota Semarang, 
dengan fokus objek penelitian meliputi moda 
transportasi BRT Trans Semarang, feeder Trans 
Semarang, serta Trans Jateng. Dalam mencapai 
tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran yang 
perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi dan 
menganalisis komponen desain integrasi pada titik 
halte yang menghubungkan antara BRT Trans 
Semarang, feeder dan Trans Jateng.  Komponen 
desain integrasi menjadi variabel yang dianalisis, 
terdiri dari variabel kecepatan dan kemudahan 
akses penumpang, keterjangkauan tarif dan 
ketersediaan lokasi transit. Penentuan tiga variabel 
tersebut didasarkan kepada teori penyelenggaraan 
tranportasi umum secara efektif dan efisien dalam 
penelitian yang dilakukan oleh (Adisasmita (2012); 
Ibrahim (2003)).  
 
Kecepatan akses penumpang berkaitan dengan 
kemudahan penumpang dalam melakukan 
perpindahan pergerakan dan pergantian antar 
moda khususnya pada lokasi transit yang tersedia 
(ITDP Indonesia, 2019). Penempatan lokasi halte 
moda angkutan umum eksisting dengan yang baru 
seringkali berada dalam jarak yang relatif dekat. 
Menurut Pedoman Integrasi Antar Moda oleh 
ITDP, saat tahap perencanaan perlu dipastikan 
tipikal kasus seperti ini disepakati penyediaan 
koneksi langsung antara kedua moda. Integrasi 

fisik yaitu adanya perubahan secara fisik misalnya 
desain dan pembangunan fasilitas serta lokasi 
pemberhentian untuk transit penumpang antar 
titik lokasi perpindahan yang nyaman (Miller, 
2004). Integrasi ini bertujuan untuk mengurangi 
waktu tunggu, waktu transfer dan jarak berjalan 
kaki. Koneksi langsung akan memangkas jarak dan 
waktu tempuh hingga 74% dan memudahkan 
penumpang tanpa harus keluar dari area halte 
(ITDP Indonesia, 2019). 
 
Konsep keterjangkauan tarif dapat dicapai dengan 
adanya integrasi tarif. Tarif pelayanan dapat 
direduksi melalui mekanisme integrasi tarif (May & 
Roberts, 1995). Integrasi tarif memiliki konsep 
menciptakan satu kesatuan layanan yang akan 
memberikan kemudahan akses berpindah moda 
dengan fitur yang memungkinkan untuk 
menggunakan moda yang berbeda dalam satu kali 
pembayaran dan tarif yang terintegrasi. Skema 
pembayaran dan tarif antarmoda yang dapat 
diterapkan seperti pembelian tiket di depan 
berdasarkan kebutuhan jumlah perjalanan dan 
pendapatan tambahan bagi operator apabila 
mampu meminimalisasi waktu perjalanan (ITDP 
Indonesia, 2019). 
 
Penelitian ini bersifat lebih spesifik dibandingkan 
dengan penelitian–penelitian sebelumnya. 
Penelitian sebelumnya memuat analisis integrasi 
antar moda secara makro dengan pendekatan 
yang hanya berbasis pada komponen integrasi fisik 
atau infrastruktur di sekitar area transit moda 
transportasi umum Kota Semarang (Adhianti, 
Ronauli, & Kezia, 2020). Penelitian sebelumnya 
berfokus pada realisasi konsep TOD melalui analisis 
pedestrian, TOD metrix dan analisis aksesibilitas. 
Sementara dalam penelitian ini, komponen 
integrasi antar moda transportasi umum tidak 
hanya berkaitan dengan integrasi fisik, tetapi juga 
integrasi jaringan dan integrasi tarif. Oleh karena 
itu, penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi 
rekomendasi bagi Pemerintah Kota Semarang 
dalam mengelola dan mewujudkan sistem 
transportasi umum yang terintegrasi sekaligus 
sebagai bahan masukkan bagi penelitian mengenai 
sistem integrasi transporasi umum khususnya 
dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
mobilitas kawasan.   
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2. METODE PENELITIAN  
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif pada tahun 2021 
yang bersumber dari penggunaan data sekunder. 
Data sekunder diperoleh dari observasi sekunder 
dan telaah dokumen terkait dengan integrasi antar 
moda transportasi umum di Kota Semarang. Teknik 
analisis yang digunakan terdiri dari metode analisis 
deskriptif dan metode analisis perbandingan 
(comparative analysis).   
 
Adapun Metode analisis deskriptif adalah metode 
yang digunakan untuk menganalisis data dengan 
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). 
Sementara metode analisis perbandingan 
(comparative analysis) adalah suatu metode yang 
berkaitan erat dengan perencanaan yang dilakukan 
oleh negara, swasta, atau komunitas yang akan 
mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat 
(Adhianti dkk., 2020). 
 
Data seperti sistem transportasi umum seperti BRT 
Trans Semarang dan BRT, Feeder Trans Semarnag, 
Trans Jateng serta kondisi eksisting fasilitas 
pendukungnya didapatkan melalui pengumpulan 
data internet. Adapun data yang dikumpulkan 
dikelompokkan berdasarkan tiga variabel seperti 
ketersediaan lokasi transit, kecepatan dan 
kemudahan akses penumpang, serta 
keterjangkauan tarif. Hasil pengambilan data 
tersebut kemudian diolah lebih lanjut 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran kondisi umum integrasi 
transportasi berbasis transit di Kota Semarang.  
 
Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan 
antara kebijakan integrasi yang direncanakan oleh 
Pemerintah Kota Semarang dengan implementasi 
kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat 
menghasilkan gap antara implementasi kondisi 
saat ini dengan rencana pengembangan yang ada. 
Hasil ini nantinya akan menjadi bahan masukan 
atau rekomendasi dalam merumuskan 
perencanaan integrasi antar moda transportasi 
umum di Kota Semarang.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1    Transportasi Umum di Kota Semarang 
 
Moda transportasi umum yang terdapat di Kota 
Semarang yang antara lain BRT Trans Semarang, 
feeder Trans Semarang dan Trans Jateng koridor I 
Kedungsepur.  Keseluruhan sistem transportasi 
tersebut teritegrasi untuk melayani penumpang 
dari kota hingga ke kawasan pinggiran ataupun 
sebaliknya. Keberadaan Trans Jateng juga menjadi 
salah satu bentuk kemajuan sistem transportasi di 
Kota Semarang dan Jawa Tengah karena dapat 
membeirkan jangkauan yang lebih luas hingga ke 
skala regional. 

 
BRT Trans Semarang menjadi salah satu alternatif 
yang digunakan Pemerintah Daerah Kota 
Semarang dalam mengurangi penggunaan 
kendaraan pribadi serta memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dalam melakukan pergerakan. 
Hingga saat ini, BRT Trans Semarang memiliki 
koridor pelayanan sebanyak 8 koridor utama, 1 
koridor khusus dan 3 koridor pengumpan.  
 
Disisi lain, dalam upaya meningkatan pelayanan 
transportasi, terdapat 4 koridor feeder yang 
disediakan dengan rute pelayanan pada kawasan 
permukiman pinggiran Kota Semarang untuk 
menjangkau kantong-kantong permukiman yang 
sulit diakses oleh kendaraan berukuran besar 
seperti BRT Trans Semarang. 

 
Gambar 1. Integrasi antar Rute BRT 

 

Sementara itu, BRT Trans Jateng koridor I 
Kedungsepur berfungsi untuk melayani pergerakan 
masyarakat antarkota dalam provinsi. BRT Trans 
Jateng sebagai alternatif moda bagi buruh industri 
untuk pergi bekerja dari Kota Semarang menuju 
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kawasan industri di Kabupaten Semarang. 
Pengoperasian jaringan transportasi ini penting 
karena industri berkembang pesat di sepanjang 
koridor Bawen (Kabupaten Semarang) – Kota 
Semarang (Insan, Manullang, & Setyanto, 2020). 
Trans Jateng ini melayani sebagian wilayah Kota 
Semarang tepatnya pada koridor I rute Stasiun 
Tawang–Terminal Bawen. 
 
Ketiga moda transportasi umum tersebut (BRT 
Trans Semarang, Feeder Trans Semarang dan BRT 
Trans Jateng) memiliki rute yang saling terhubung 
yaitu rute Stasiun Tawang-Ungaran. Rute tersebut 
merupakan rute layanan BRT Trans Semarang 
koridor II, feeder koridor F2B serta Trans Jateng 
koridor I Kedungsepur (Gambar 1). 
 
3.2     Integrasi Antar Transportasi Umum di Kota 

Semarang 
 
Prinsip utama dari integrasi antar transportasi 
umum yaitu perpindahan dari satu tempat ke 
tempat lain melalui fasilitas integrasi yang dapat 
membantu masyarakat untuk bergerak lebih 
mudah, mengurangi biaya dan ketidaknyamanan 
perjalanan (Ibrahim, 2003). Konsep integrasi antar 
transportasi umum di Kota Semarang ditinjau dari 
tiga aspek, yaitu ketersediaan lokasi transit, 
kecepatan dan kemudahan akses penumpang, 
serta keterjangkauan tarif. 

 
A. Ketersediaan Lokasi Transit 
Transit merupakan turunnya penumpang dari 
angkutan (BRT) menuju ruang tunggu (halte) untuk 
beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan 
dengan menggunakan angkutan (BRT) yang 
berbeda (Salasa, Wakhidho, Setiadji, & Yulipriyono, 
2016). Ketersediaan halte transit menjadi titik 
simpul pemberhentian transportasi umum. 
Terdapat 9 halte transit yang menjadi lokasi 
pemberhentian BRT Trans Semarang dan Trans 

Jateng, dengan 2 lokasi transit diantaranya juga 
menghubungkan koridor feeder BRT Trans 
Semarang. Halte tersebut yaitu halte Raden Patah 
dan halte Pengapon.  
 
Meskipun berada pada lokasi transit yang sama, 
namun penyediaan halte antara moda BRT Trans 
Semarang dengan Trans Jateng bersifat terpisah. 
Artinya bahwa kedua moda tersebut memiliki halte 
transit masing-masing dan belum terkoneksi satu 
sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah 
dan Manar (2019) menunjukkan adanya 
perbedaan kewenangan dan regulasi antara 
Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan 
BRT Trans Semarang maupun Trans Jateng menjadi 
salah satu hambatan bagi terwujudnya 
pemanfaatan sarana prasarana secara bersama. 
Lebih lanjut, infrastruktur transportasi yang ada 
dibangun oleh lembaga pemerintah yang secara 
historis masih terstruktur pada masing-masing 
moda transportasi dan tidak saling berinteraksi.  
 
B. Kecepatan dan Kemudahan Akses Penumpang 
Kecepatan dan kemudahan akses penumpang 
berkaitan dengan aksesibilitas kawasan. Dalam hal 
ini, aksesibilitas kawasan merupakan kemudahan 
menjangkau lokasi transit yang menjadi titik 
perpindahan transportasi umum. Penempatan 
lokasi transit sebagai simpul kontinuitas 
pergerakan menjadi penentu fungsi utama dari 
sistem integrasi pada transportasi umum. 
Penempatan lokasi halte transit terhadap 
bangkitan dan tarikan di sekitarnya menjadi hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan dalam 
kaitannya dengan tingkat efektifitas halte dan 
operasional penggunaan. Penempatan lokasi halte 
transit pada koridor II BRT Trans Semarang dan 
Trans Jateng koridor I Kedungsepur berkaitan 
dengan fungsi kawasan di sekitarnya.  

 

Tabel 1. Lokasi Transit Transportasi Umum Kota Semarang 
No. Halte Transit Moda Transportasi yang Terhubung Fungsi Kawasan di sekitarnya 

1. Pengapon BRT Trans Semarang koridor II, IIIA, IIIB, IV, 
Feeder F2B, Trans Jateng koridor I 
Kedungsepur 

Kawasan perdagangan dan jasa 

2. 
Raden Patah Kawasan pendidikan dan pelayanan 

umum 
3. Stasiun Tawang  BRT Trans Semarang koridor II, IIIA, IIIB, VII 

dan Trans Jateng koridor I Kedungsepur 
Kawasan pelayanan umum dan jasa 

4. Agus Salim Kawasan perdagangan dan komersial 
5. Imam Bonjol BRT Trans Semarang koridor I, II, IIIA, IIIB, IV, 

V, VII, VIII dan Trans Jateng koridor I 
Kedungsepur 

Kawasan komersial dan pendidikan 

6. 
Pemuda Balaikota Kawasan pendidikan, perkantoran dan 

komersial 



 

 
 
41 A. R. Rakhmatulloh, D. I. K. Dewi, C. D. T. Nurmasari/ JPK Vol. 10 No. 1 (2022) 36-46  

No. Halte Transit Moda Transportasi yang Terhubung Fungsi Kawasan di sekitarnya 

7. 
Elizabeth BRT Trans Semarang koridor IIIB, VI dan Trans 

Jateng koridor I Kedungsepur 
Kawasan pelayanan umum dan jasa, 
kawasan pendidikan 

8. 
Kagok BRT Trans Semarang koridor IIIA, VI dan Trans 

Jateng koridor I Kedungsepur 
Kawasan perdagangan dan jasa 

9. 
Kesatrian BRT Trans Semarang koridor IIIA, IIIB, VI dan 

Trans Jateng koridor I Kedungsepur 
Kawasan perdagangan dan jasa 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi 
halte transit berada pada kawasan dengan potensi 
bangkitan dan tarikan pergerakan yang relatif 
tinggi. Hal tersebut dikarenakan lokasinya yang 
berada pada fungsi kawasan dengan mobilitas 
masyarakat tinggi, seperti yang terletak pada jenis 
guna lahan perdagangan dan jasa serta 
permukiman (Lihat Tabel 1).  
 
Berdasarkan Gambar 2, beberapa lokasi halte 
transit seperti halte Pengapon, Elizabeth dan 
Kesatrian dinilai kurang efektif karena memiliki 
jarak antar halte yang terlalu jauh untuk dijangkau 
yaitu 400-1.000 meter dari titik-titik keramaian, 
sehingga masyarakat lebih memilih untuk 
menggunakan kendaraan pribadi (Mirsa, Astuti, & 
Taufiq, 2016; Saputri & Prakoso, 2014). Berbeda 
dengan halte lainnya seperti Halte Sukun 2 yang 
terletak pada koridor 2, posisi halte ini dinilai 
cukup strategis karena letaknya kuarang dari 100 
meter menuju pusat bangkitan (Lihat Gambar 2 
bagian b). Hal ini berkaitan dengan pengaruh jarak 
terhadap karakteristik pengguna yang sebagian 
besar merupakan pejalan kaki, dengan radius 
maksimal yang dapat dijangkau yaitu 500 meter 
(ITDP Indonesia, 2019). 

Berdasarkan Pedoman Integrasi Antar Moda oleh 
ITDP Indonesia (2019), terdapat beberapa 
komponen integrasi yang harus dicapai guna 
mewujudkan kecepatan dan kemudahan akses 
penumpang pada sistem transportasi umum. 
Komponen tersebut antara lain koneksi langsung, 
penyeberangan langsung dan fasilitas pejalan kaki. 
Melihat kondisi eksisting pada lokasi halte transit 
BRT Trans Semarang dan Trans Jateng, dapat 
diketahui bahwa belum terdapat integrasi 
infrastruktur yang mendukung koneksi langsung 
antar moda transportasi umum yang ada. Hal ini 
salah satunya ditandai dengan fasilitas 
penyeberangan berupa Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) belum sepenuhnya diterapkan pada 
seluruh halte transit yang ada.  
 
Berdasarkan Tabel 2, hanya Halte Pemuda Balai 
Kota yang telah memiliki JPO. Sebagian besar halte 
BRT Trans Semarang dan Trans Jateng hanya 
memiliki penyeberangan jalan secara 
konvensional. Hal ini menyebabkan rendahnya 
tingkat kenyamanan dan keamanan penumpang 
menuju halte.  

 

         
                    (b) Halte Sukun 2 Kota Semarang (<100m)                  (a) Halte Pengapon Kota Semarang (>400m) 

Gambar 2. Perbandingan Jarak Halte dari Pusat Kegiatan Masyarakat; (a) Kurang Efektif; (b) Efektif 
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Tabel 2. Fasilitas Penyeberangan Per Halte Transit 
No. Halte Transit Jalur Penyeberangan Orang 

(JPO) 

1. Pengapon Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

2. Raden Patah Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

3. Stasiun 
Tawang  

Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

4. Agus Salim Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

5. Imam Bonjol Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

6. Pemuda 
Balaikota 

Sudah memiliki Jembatan 
Penyeberangan Orang (JPO) 
maupun penyeberangan 
sebidang 

7. Elizabeth Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

8. Kagok Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

9. Kesatrian Belum dilengkapi dengan 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) maupun 
penyeberangan sebidang 

 
Secara eksisting, dari 9 halte transit yang ada, 
sebagian besar halte (7 halte) sudah dilengkapi 
dengan jalur pejalan kaki. Namun, kualitas jalur 
pejalan kaki belum memenuhi standar 
kenyamanan dan keamanan penumpang. Elemen 
berupa kanopi sebagai pelindung dari cuaca dan 
aktivasi trotoar yang inklusif belum terwujud pada 
lingkungan sekitar lokasi halte transit (Tabel 3).  

Tabel 3. Fasilitas Pejalan Kaki Per Halte Transit 
No. Halte Transit Fasilitas Pejalan Kaki 

1. Pengapon Belum terdapat jalur pejalan kaki 
2. Raden Patah Belum terdapat jalur pejalan kaki 
3. Stasiun 

Tawang  
Sudah terdapat jalur pejalan kaki, 
tetapi belum dilengkapi dengan 

No. Halte Transit Fasilitas Pejalan Kaki 

jalur khusus difabel 
4. Agus Salim Sudah terdapat jalur pejalan kaki, 

tetapi belum dilengkapi dengan 
jalur khusus difabel 

5. Imam Bonjol Sudah terdapat jalur pejalan kaki, 
tetapi belum dilengkapi dengan 
jalur khusus difabel 

6. Pemuda 
Balaikota 

Sudah terdapat jalur pejalan kaki 
yang dilengkapi dengan jalur 
khusus difabel 

7. Elizabeth Sudah terdapat jalur pejalan kaki 
yang dilengkapi dengan jalur 
khusus difabel 

8. Kagok Sudah terdapat jalur pejalan kaki 
yang dilengkapi dengan jalur 
khusus difabel 

9. Kesatrian Sudah terdapat jalur pejalan kaki, 
tetapi belum dilengkapi dengan 
jalur khusus difabel 

 
Selain fasilitas pejalan kaki dan fasilitas 
penyeberangan, terdapat pula fasilitas bagi 
pesepeda. Penggunaan sepeda menjadi moda 
akses yang efisien setelah moda berjalan kaki 
(Rosada, Purnomo, & Rahma, 2017). Tren 
bersepeda masyarakat Kota Semarang saat ini 
tidak hanya pada penggunaan untuk rekreasi dan 
olahraga, tetapi juga penggunaan untuk bekerja 
dan melakukan aktivitas sehari hari lainnya 
(Wibisono, 2020). Berdasarkan maksud 
penggunaan sepeda tersebut, maka diperlukan 
adanya penerapan jalur sepeda di Kota Semarang. 
Selain berpeluang diterapkan di jalan lingkungan 
pada kawasan permukiman, jalur pesepeda juga 
berpeluang diterapkan di dalam kawasan industri 
dan kawasan pendidikan guna meminimalkan 
biaya transportasi (Artiningsih, Muktiali, Kirana, & 
Kusumaningrum, 2018).  
 
Adapun penerapan jalur pesepeda di Kota 
Semarang dimulai pada bulan Oktober 2020 pada 
sejumlah ruas jalan protokol. Penerapan jalur 
pesepeda dimulai dari kawasan Kota Lama, 
berlanjut ke Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, dan 
lingkar Simpang Lima hingga Jalan Gajah Mada. 
Adanya penerapan jalur pesepeda ini dalam jangka 
panjang memerlukan tambahan persyaratan 
seperti pembuatan kantong – kantong parkir dan 
kualitas pelayanan angkutan umum  (Artiningsih 
dkk., 2018). 
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Fasilitas lain yang perlu disediakan untuk 
mendukung kegiatan alih moda atau integrasi 
transportasi umum adalah fasilitas park and ride. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosada 
dkk. (2017), fasilitas parkir di Indonesia menjadi 
salah satu fasilitas transportasi yang jarang 
diperhatikan penataannya, karena dianggap 
sebagai merupakan moda akses yang paling tidak 
berkelanjutan dan memerlukan investasi modal 
yang lebih besar untuk diakomodasi dibandingkan 
fasilitas transportasi lainnya. Begitu pula dengan 
fasilitas parkir di halte-halte transit BRT Trans 
Semarang dan Trans Jateng. Berdasarkan hasil 
observasi, diketahui bahwa hanya terdapat 1 halte 
transit yaitu halte Stasiun Tawang yang 
menyediakan fasilitas parkir bagi penumpang 
(Tabel 4). Hal ini sehubungan fungsi Stasiun 
Tawang sebagai simpul pergerakan berbagai moda 
transportasi yang tidak hanya BRT tetapi pula 
kereta api serta moda transportasi lain. 

 

Tabel 4. Fasilitas Park and Ride Per Halte Transit 
No. Halte Transit Fasilitas Park and Ride 

1. Pengapon Belum terdapat kantong 
parkir 

2. Raden Patah Belum terdapat kantong 
parkir 

3. Stasiun 
Tawang  

Terdapat kantong parkir  

4. Agus Salim Belum terdapat kantong 
parkir 

5. Imam Bonjol Belum terdapat kantong 
parkir 

6. Pemuda 
Balaikota 

Belum terdapat kantong 
parkir 

7. Elizabeth terdapat kantong parkir 
yang disediakan oleh 
masyarakat 

8. Kagok Belum terdapat kantong 
parkir 

9. Kesatrian Belum terdapat kantong 
parkir 

 

Berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan 
penumpang dalam mengakses moda transportasi 
umum yang ada, prinsip dasarnya adalah 
perbaikan aksesibilitas kawasan melalui 
peningkatan fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti 
yang tercantum dalam Tabel 2, 3 dan 4. Hal ini 
sejalan dengan arah kebijakan pengembangan 
sistem transportasi umum  di Kota Semarang yang 
terdapat pada Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 
Semarang Tahun 2011-2031 bagian kedua paragraf 
2 pasal 4 yang menyebutkan bahwa peningkatan 
integrasi sistem transportasi umum dilakukan 
dengan perencanaan rute layanan langsung pada 
19 rute BRT Trans Semarang serta rencana 
penyediaan kantong parkir pada lima titik lokasi 
yang strategis berhubungan dengan 
pengembangan kawasan wisata Kota Semarang. 
 
C. Keterjangkauan Tarif  
Biaya perjalanan menjadi faktor lain yang harus 
diperhatikan sebagai indikator penunjang integrasi 
transportasi umum (Tamin, 2008). Berdasarkan 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 
2019, disebutkan bahwa tarif BRT Trans Semarang 
terbagi menjadi dua tarif, yaitu tarif Rp. 1.000,- 
untuk pelajar, mahasiswa, lansia dan veteran, serta 
tarif Rp. 3.500,- untuk umum. Sedangkan BRT 
Trans Jateng menerapkan tarif untuk pelajar 
sebesar Rp. 2.000,- dan umum sebesar Rp. 4.000,- 
(Lihat Tabel 5).  
 

Tabel 5. Tarif Moda Transportasi Kota Semarang 
No. Moda Transportasi Tarif 1* Tarif 2** 

1. BRT Trans Semarang Rp. 1000 Rp. 3.500 
2. BRT Trans Jateng Rp. 2000 Rp. 4.000 
Selisih Rp. 1000 Rp.    500 

Sumber: Pergub Jateng Nomor 29 Tahun 2017, 
Note: *Pelajar, Mahasiswa, Lansia, Veteran ; **Umum. 

 
Ketentuan lain berkaitan dengan tarif pada kedua 
moda transportasi tersebut (BRT Trans Semarang 
dan BRT Trans Jateng) adalah adanya tarif baru 
yang berlaku bagi penumpang yang ingin 
melakukan perpindahan moda dari Trans 
Semarang ke Trans Jateng maupun sebaliknya 
(Pergub Jateng Nomor 29 tahun 2017 tentang Tarif 
Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit 
Trans Jateng Kawasan Kedungsepur Koridor I 
(Stasiun Tawang - Bawen)). Pengenaan tarif baru 
pada sistem penyelenggaran transportasi umum di 
Kota Semarang tersebut menunjukkan belum 
terbentuknya satu kesatuan layanan antar moda. 
Berdasarkan hasil wawancara secara acak terhadap 
penumpang BRT Trans Semarang dan Trans Jateng, 
menyatakan bahwa pergantian tarif yang telah 
dilakukan beberapa kali menimbulkan 
kebingungan dalam mengakses kedua moda 
teransportasi tersebut (BRT Trans Semarang dan 
BRT Trans Jateng).  
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Adapun untuk mengatasi permasalahan yang ada 
pada sistem BRT Trans Semarang dan BRT Trans 
Jateng saat ini adalah dengan menerapkan skema 
basis waktu dan perjalanan. Skema pembayaran 
tarif berbasis waktu melihat pada fleksibilitas 
jumlah perjalanan dalam satu satuan waktu 
tertentu bagi penumpang maupun pendapatan 
tambahan bagi operator apabila mampu 
meminimalisasi perjalanan. Sedangkan skema 
pembayaran tarif berbasis perjalanan, contohnya 
dengan pembelian tiket di depan berdasarkan 
kebutuhan jumlah perjalanan dan adanya 
pendapatan tambahan bagi operator untuk 
perjalanan yang tidak digunakan. Melalui 
penerapan model-model tersebut, penumpang 
dapat menggunakan kartu yang sama untuk 
seluruh moda dan dapat berganti moda tanpa 
harus membayar lagi atau dikenakan tarif baru. Hal 
ini tentunya dapat menjadi masukkan bagi 
penyelenggaraan sistem integrasi transportasi 
umum di Kota Semarang dimasa mendatang 
sehingga keinginan masyarakat untuk mengakses 
transportasi umum menjadi meningkat sekaligus 
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.  
 

4. KESIMPULAN 
 
Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi 
berdampak pada timbulnya permasalahan 
kemacetan di Kota Semarang mendorong 
Pemerintah Daerah mewujudkan penyelenggaraan 
moda transportasi umum yang mampu menjadi 
pilihan utama bagi masyarakat dalam melakukan 
pergerakan. Diketahui bahwa terdapat paling tidak 
dua moda transportasi umum yang cukup masif 
perkembangannya di Kota Semarang, yaitu BRT 
Trans Semarang dan Trans Jateng. Namun, dalam 
praktiknya, pengoperasian kedua moda 
transportasi tersebut menimbulkan permasalahan 
terkait rute trayek yang berhimpitan, yang 
kemudian berdampak pada penurunan jumlah 
penumpang BRT Trans Semarang hingga 20.000 
penumpang/bulan. Permasalahan tersebut dapat 
diatasi dengan manajemen sistem transportasi 
umum tepatnya melalui integrasi sistem 
transportasi umum. 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini, dalam rangka mewujudkan 
integrasi sistem transportasi umum di Kota 

Semarang maka dibutuhkan peningkatan sistem 
transportasi umum melalui perbaikan pada tiga 
komponen integrasi berikut yaitu ketersediaan 
lokasi transit, kecepatan dan kemudahan akses 
penumpang, serta keterjangkauan tarif. 
Dibutuhkan peningkatan aksesibilitas kawasan 
melalui penambahan fasilitas-fasilitas penunjang 
halte transit yang dapat memudahkan akses 
penumpang moda transportasi umum, perbaikan 
jalur pejalan kaki yang inklusif dengan standar 
layanan yang sesuai, serta adanya skema tarif 
pembayaran satu kali bagi penumpang untuk 
seluruh moda yang ada di Kota Semarang.  
 
Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat 
diberikan kepada pihak terkait (pemerintah 
maupun penyedia layanan moda transportasi 
umum) dan studi lanjutan. Rekomendasi bagi pihak 
terkait antara lain perlunya membuat kebijakan 
untuk mengontrol pertumbuhan jumlah kendaraan 
pribadi, serta menyelaraskan kebijakan terkait 
pengoperasian antara moda transportasi BRT Trans 
Semarang dan Trans Jateng secara 
berkesinambungan. Sedangkan rekomendasi untuk 
studi lanjutan yaitu perlunya mengkaji integrasi 
sistem transportasi umum dilihat dari variabel atau 
perspektif yang berbeda dari studi penelitian ini.  
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